LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 1 TAHUN 2016

Menimbarng

Merifingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN,

bahwa sesuai ketentuan Dasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bupati wajib mengaiukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

. _disertai dengan per_yelasan dan dokumen-deckumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan waktu yang dlten’rukdn oleh ketentuan

3.,:3*

¥

st

. }Judangr— Undang Nomor 17 1ahun 2003 tentang I\Pb&‘“ ga

‘peraturan perundang- Lndcmgan untuk memperoleh persetujuan ber sauna; -

.,__;_A,i)ahwa P,rqfuran Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam

huruf. a. “‘I"U"J. a,\ap erwu judan dari Rencana-Kerja Pemerintahan Daerahk Tahun 2015 vane dii abarkan kedalam kebijakan umum
P ) 3 oY 1

w'pPrZD serta priozritas dan plafon anggaran sementara yeng telab disepakaii bersama antara pemerintah daerah dengan ﬁPRD pada

ranggdl 18 Januari 2016;
bshwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hwuf a dan hurufb rer]u membentuk Peraturan Daerah tentanc

Rl

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten -Simalungun Tahun Anggaran 20 16 LT T -

Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun:1945; - _ ,

'Jr- dang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Dagrah Gtonom K Cabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Dacrah
Propinsi Sumatera Utari (uem baran Negar Repw,blm Indonesia Tahur 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaxgn Negara Republik

1'1doqes1a Nomor 1092); - ' ' o S .

Undang-Undang Nomor 28 Takun 1999 tent ang Penyelenc>o a1y N’“"‘Bl a yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolu51 dan- Nepouume '

(Lerabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 75; 'f;‘ mb ahan Lemb aran Negara Republik Indonesia Nomor 3851}

'{Lszmb r Ncoara Republik lndones1a Tahun 900u Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik 1*1doneSJa Nm‘lo- 4 4& .
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); :

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaian Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28.Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Reoubhk xndones;a Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12. Tahun.2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Ta‘nbahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11 Undang_Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 214 tentang

. Pemerintahan Daerah (Len baran Negara Rep ubh Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

‘Indonesia Nomor 5679) L o e |
12. Peraturan Pemerintah NomoL_ZO Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahsn Dasiah™
(LembaranJ\Iegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan-Lembaran Negara Republik Thdonesia Nomor 4€ 1QG); -

”13 Pe raturan_-Pemerintah . Nomor. 65-Tehun- 200‘ Aentang deak Daerah. (Lembaran Negara Repubhk Indoncsm Tahun )”Ol Néntor

1 18 Tambahan Lembaran Negara R uep ublik Indenesia Nomor 4138); - A R

_.14. Peraturan_Pemerintah. T\Iomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daelah (Lembdran Neg_,ara Repgbhk Indones.¢ Eah un OOOL Nomor__,_.,

119, Tambahan Leémbaran Negara chq“hi«: Indonesia Nomor 4139);

..Negara_ Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S0 1ambahan Lembaran' Negara- Republik-Indotiesia Nomoz--él. & ‘-f")-'~‘~ set ‘agai-.nanéi’“

- -. .15._Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 26064 teni: ang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pnnpman d'zm mwrfota DPRD (Lemb'arah

,___,Mtelab diubak. eberema kah,_g,x alfmzdengam ?e_, ITATL ’D”mer‘ntah Nomnor21=Fahun-20Q7- teii{anc Perubakdiriletigaatas Peraturan:in-
- Pemerlntab Nomor 24 Tahun 2004 tentang i iluni.z.an Protokoler.dan Keuangan:-Pimpinan dan Anggota DPRID -Lf*mou,m Negara
L Repabmc Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahén Lembaran Negara Republik Indonesia: Nomor 4712); . . oo oo oo _ o
. 16 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tal mh 200 niang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum I-A “nbanan 1\Ie; a Republik

“Indonesia Tahun 2005 Nomor 4,, Tai b,ﬁldn L:j nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);- B 3y

17. Peraturan.Pemerintah Nomm 24 Tahun _’?OUJ fentang Standar Akuntansi Pemerintah’ (Lembaran Ntwala R°pub'i‘*' 4 Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 4'30’%) _

* 18._Peraturan Pemenntdh Nomor 54 Ta;.lUl'l 2605 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubhk Ihaonesm Ta_hhll ‘30 b Nom_dr’."
136, Tamba\han Lembaran I\egau.x Re‘a.wlii('fn;o"n ia Nov’mr 4:;7 4) ' ‘

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tatun 2005 tonts

137, Tambahan Lembaran Negara ReDuDva wdonesm Nomor 4575)




‘ 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan -Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm Nomor 4584);

24 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemermtan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Dacrah Kabupaten Simalungun Nomor ‘1 Tahun 2006 tentang Perubzshan atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun
.Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewari Pefwak.xlan Rakyat Dd“Iah
KabLDa’ren Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 1 Seri- D Nomor 1);-

26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten® =
' - Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor o); - .
. ‘,27 ‘Peraturan Daerah Nomior 1"’ Tahun 2008 tentang -Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Uaerqb Kabunaten Simalungun (Lembatan .
1 »86;<4i'1 Ksbupaien J"]Ilai 111gun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nonior 16 sebagaimana 1"|dll diubah dengan l‘eratqran Da"'
—=NOmor-3-Tahun: 2014 feivtang *rrubahan xeempat Atas Peraturan Daerah L{Qbu'paten mmalungun Nomo 17 ’ianun 2008 L";*n' A
Orga_msasx dan.7 ata; _e:ja. PCI":.L g
3 Seri I¥ Nomor 3); T _
’)8 Peramran _;/aerdh ‘.(abupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tuntutan Ganti RLg1 Keuangan dan Paranq Daerap
prms:a;em Daerakl Kabupaten Simalungun Tahun 2010 Nomor 6 Seri D Nomor 6); . - S -
-29. Peraturan T\’[cf L'a:n;\mgen I‘Tovnob_» 3 Tahun 2006 tentang Pedoman ‘Pengelolaan’ Keucmcfﬂ“ ‘Daer an»°e‘ﬁagcl,fr' WER C i
_ eri Dalam Negeri 'NoHicr 21 ‘Tahun 2011 tefi ang Perabalian kedaa atas” Peratman Mcuferz J_;alam Negen’
o pnamr‘mj Pengelofaan Keéuangai*Daerah;: o . -
Ty Sl Ra;ubh Indoriesia:Nomor 5” Tahun 015 tex nte ng @Joman Penyusw Lan AD n}Jendapatan '
-2l Tahun Anggw 2016. ' ‘ o LT
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
dan ‘
BUPATI SIMALUNGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAER.AH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN
ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

ju—y

Pendapatan Daerah S , Rp. - 2.358.381.021.741,00
Belanja Daerah : : Rp. 2.218.399.016.011,00

N

! ' Surplus . , : " Rp. 139.982.005.730,00 . - - : - T -
3, PCIY.IOJ.O.) dan Daerah v, | | : . A
- Penerimaan ~ Bp. 200.000.000,00 " T e e Te T e
"Pengeluaran Rp. 140.182.005.730,00  _ TFT . © T e T e
‘*mbmyaw Netto - Rp.. (139.982.005.730,00) B
C%rsa Lekih Pr*r'vfunga nggaran Tahun Berkenaan Rp. - - »
| Pasal 2 T e e
ebagaimana dunakcua d¢am Pasal 1 terdiri dari:- .~ . : TR R Ea e SN EIE S

J an L“;-r-ah T T e 55 98G:274-859; SO0 < T T e e e S BT =0
imbangan o L e ~FRp. - 1440.578.466.000,00 - i on oo e e
vlendepatan Daeraly yang Sah -+ o0 Rpi - - 797.827.280.882,0077 - ET v S st e e

1

(2) Per 1.}8}_—1'1\.5(:(_1 n*all Daerah Dagd.mama maksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jem° pendapa an: o : _
a. Pajak Dacrah , Rp: ~. 50.525.000.000,00 N—_
b. Retribusi Daerah - : Rp. . 10.076.451.399,00 ’ '
Hasil P{:noe]olaan In,kavaah Daerah yang Sah Rp. ~18.000.000.0900,00
Dmlﬁqhban S
4. hril‘i—}w o-Peridapatan Asli Daerah yang Sah Rp. . .. 41.378.823.460,00




(3) Dana Per1mbangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 68.167.009.000,00
b. Dana Alokasi Umum Rp. 1.230.816.187.000,00

c. Dana Alokasi Khusus Rp. '141.590.270.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah Rp. 2.343.238.450,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Rp. 207.647.248.772,00
Daerah lainnya
© ¢. Dana Penyesuaian dan Otonom1 Khusus Rp. 357.432.015.660,00
d. Pendapatan Lainnya . Rp. 230.404.778.000,00
Pasal 3

(1) Relanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.terdiri dari: :
5. Belanja Tidak Langsung ' E Rp. 1.685.419.332.069,006 -
b. Belanja Languuﬁg ‘ Rp. 532.979.683.942,00

(2 ‘(,la_u_]a 11dm< Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ter aln dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp. 1.302.396.673.699,00
b. Belanja Hibah S = - Ep. 42.827.311.400,00
- .¢.."Belapja Bentuan Sosial Rp. 4.520.006.000,00
Ced ﬁ;scmu_)a Eagi Hasil kepada Provinsi/ T{abupaten, Rp. 99.200.000.-000,00
" Kota dan Pemerintgh Des; o o L
2. Belanja Bantuar ks.rmanga.a Kepada Droansi[f’ e .o Rp. oo 231.475.5346. 97(_3'; 0.
I{ab,. atenn/Kota dan Pcmcrﬂhahan Desa * L _ - ,
. Belanja Tidek Terduga Sejumiah - - - - Rp. . 5.000.000.060,60 .
3} Belanja Langsung sebagaimana dlmaksud rada” ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belan a
a. Belanja Pegawai ‘ Rp. © 83.708.014.415,00 -
b, Belanja Barang dan Jasa ' ‘ - Rp. 301.018.527. UGM 00

c. Belanja Modal : coe  Rpo 0 148.253.142.162.00




Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan Rp. 200.000.000,00
b. Pengeluaran , Rp. 140.182.005.730,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Rp. 200.000.000,00
sebelumnya (SILPA)

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Pembayaran Pokok Hutang Rp. 140.182.005.730,00

Pasal 5

-, Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang meru l)al&an
bagx an yang tidak terpisahkan dari PeratLran Daerah ini, terdiri dari : : -

1. Lampiran I Ringkasan APBD; “ e -
f . 2. Lempiran I mngkasa.n APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran IV Re I’ayﬂulaal Belanja menurut urusan Pelnﬂr111tmm1 Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;. .

IR N

- Lampiran V R e}cq_pl_tulakl_ Belanja Daerah untuk k«,selarasan ‘dan keterpaduan uru: _dr' Pemerintahan - Dae ah-.dan Fungsi dals

P Ioiaan Keuangan Daerah; D e e . L
6. L #n VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan  Per jabatan; T e o - -
7. Lampiran VII Daftar Plutang Daerah; S ' . o R § -
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Iiivestasi) ‘Ilf;'ie*é_h' o L T R
€. Lampiran IX Daftar Per Kiraan-Pe nambahan dan Pengn rangan Aset Tetap Daerah; i -
104 - ¥ Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asét Lsm ’iz‘;n, i )
i Kl Daitar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran- sebelus: diselesaikan _dan diang gdrhan kembah dauun tahun anggaran ing;
12. .Lc*"'r"- rary M1 Daftar Dana Cadanpan Daerah; dan — ' F
i3

. Larapiran XIIT Daftar Pinjaman daerah dan obhqas* daerah.

TLRincian APBD menurit urusan Pemerintahan Daer ah, Organisasi, ! enddpatan Pe'an_]a dan’ Pemb1ayaa_u e e e
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Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah.
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agal setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan .pengundangan Peraturan Daerdh ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kablupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal J§ Javwary  2016.

o o Pj. BUPATI SIMALUNGUN -~
| - dto
. S L : - " BINSAR SITUMORANG N

-pada tar'ggal 29 Jenigvey 9016 T

TGIDION PUR@A B L1 LU
| LEMBARAN DAFRAH KABUPATEN SIM. ALURGUN NOMOR '+ SERIP NOMOR & s e s



